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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa,

perlu

menetapkan  Peraturan Bupati Bone Bolango tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

: 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vyang Bersih dari Korupsi, Kolusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

dan Nepotisme

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

/ Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



Memperhatikan :

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

14.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2019



Pasal |

Ketentuan dalam BAB IV Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 diubah dan

diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C,

Pasal 12D, Pasal 12E dan Pasal 12F sehingga secara keseluruhan berbunyi

sebagai berikut:

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I,
IT dan III.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling
lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12A
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau

b. capaian output Dana Desa.

Pasal 12B
(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa
di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12A huruf a ditemukan sisa
Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati meminta:



a. penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/ atau

b. aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa
pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12A huruf b, dapat dilakukan oleh aparat

pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 12C

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

1. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:
1) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II; dan
2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

2. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12B; dan/ atau

3. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih

(4)

besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II
tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih



lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(7)

(8)

(9)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam
penyaluran Dana Desa, dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan
Dana Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 12D
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12C, dalam hal:
a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat
(1) angka 1 telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari
atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat

pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan
rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) angka 1
dan angka 3 tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana
Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran

berjalan.



(4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk
dianggarkankembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran

berjalan.

(5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(7)

(8)

)

(2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan
Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap
IT dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam
penyaluran Dana Desa, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II
yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu ketiga bulan Juni tah un anggaran berj alan.
Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun

anggaran berjalan.

(10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang
diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 12E
Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12D ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)

sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.



(2) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam
penyaluran Dana Desa, Bupati melakukan pemotongan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada saat penyalurari
Dana Desa tahap III.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 12F
(1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:

a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;

b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12D ayat (5) dan Pasal 12E ayat (3); dan/
atau

c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E ayat (3).

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada

tahun anggaran berjalan.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Bolango.
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JI. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF
Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Bolango
Nomor - 900/DPMD/  NVII/2019, Tanggal, 02 Juli 2019.
Perihal . Perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tata

Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.

|  Dasar > 1. Undang — Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi
Gorontalo;
2. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
o 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan
PP 43 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;
Il Pertimbangan :a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana, maka di
™ anggap perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2019.
b. Adapun perubahan yang dilakukan mengenai Pemantauan dan
Evaluasi yang menjelaskan ketentuan Sanksi Penundaan dan
Pemotongan Dana Desa.
lll.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami
memohon kepada Bapak Bupati untuk menyetujui Perubahan
Peraturan Bupati dimaksud.
IV Penutup - Demikian telahaan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

__—__%

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019 Suwawa, Juli 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2019

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.DAN DESA
: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
: 1 (Satu ) Berkas

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

EPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL A UZI‘PAKAYA SH

NIP. 19730606 200604 1 031




